LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2004 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 34 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas berkat, rahmat
dan karunia-Nya terhadap Kabupaten Sumedang yang diberi kondisi
alam yang baik, untuk itu perlu disyukuri, dikelola  dan
dikembangkan untuk mengarahkan pembangunan khususnhya pada
kawasan perkotaan Sumedang dengan memanfaatkan ruang wilayah
secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan
berkelanjutan guna meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan, dengan disusun Rencana Tata Ruang
Wilayah Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Sumedang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah
yang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua
kepentingan secara terpadu perlu dilaksanakan bersama oleh
pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa
Barat serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang
maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah
kawasan perkotaan ibu kota Kabupaten Sumedang harus sinergi
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat serta Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sumedang;



Mengingat

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Sumedang Nomor 12
Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota dengan Kedalaman Materi
Rencana Bagian Wilayah Kota Sumedang Tahun 1984 sampai
dengan Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
untuk itu perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir
a, b, c dan d di atas, maka perlu dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah
Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3046);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3186);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3294);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
RTRW Propinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1);



Menetapkan
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Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-
2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 39 Seri D.38);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 20 Seri E).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RENCANA  TATA RUANG WILAYAH KAWASAN
PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN SUMEDANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

2
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

5.  Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

6.  Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan
maupun tidak.
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Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai Kkegiatan utama pertanian
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan dan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman pedesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi.

Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional yang mempunyai
nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Strategi Pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan.

Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi
pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana
lingkungan penunjangnya.

Perbaikan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk
memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan
pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

Pemeliharaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk
mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami
penurunan kualitas lingkungan.

Pembangunan Baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih
kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.
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Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Sistem Pusat Kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai
kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik
berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan
pelayanan kota menurut hirarkhi yang terdiri dari sistem pusat kegiatan utama yang
berskala kota, regional, nasional dan internasional dan sistem sub pusat kegiatan
yang berskala lokal.

Kegiatan Pertanian, meliputi lahan basah/sawah, kebun campuran serta pertanian
tanaman hias.

Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah bagian-bagian wilayah kota yang merupakan
kesatuan fungsional pelayanan.

Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang
ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam
pembangunan kota.

Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Kota
untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota
Kabupaten Sumedang mencakup strategi struktur dan pemanfaatan ruang kawasan
perkotaan ibukota Kabupaten Sumedang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang
sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, berisi:

Asas, Visi dan Misi pembangunan serta tujuan;
Kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang;
Rencana persebaran penduduk;

Rencana struktur tata ruang;

Rencana pola pemanfaatan ruang, prasarana dan utilitas;
Pengendalian pemanfaatan ruang;

Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
Pelaksanaan dan pembiayaan;

Ketentuan pidana dan penyidikan;
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Ketentuan lain-lain;

k. Ketentuan peralihan;

Ketentuan penutup.

BAB Il
AZAS, VISI, DAN MISI SERTA TUJUAN

Bagian Pertama
Azas

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang disusun
berazaskan:
a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang,

berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;

b. Keterbukaan dan partisipatif, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

(1)
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Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perkotaan diarahkan dengan Visi mewujudkan kawasan
perkotaan Sumedang sebagai pusat pelayanan pemerintahan, jasa dan perdagangan
serta pusat koleksi distribusi bagi sektor pertanian, serta pusat kegiatan pariwisata.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, arahan
penataan ruang wilayah ditujukan untuk melaksanakan 6 (enam) misi yaitu:

a.

Mengembangkan kawasan perkotaan Sumedang secara terpadu, seimbang dan
selaras sebagai satu kesatuan ekonomi wilayah.

Menyiapkan ruang kawasan-kawasan pengembangan bagi investasi sektor/sub-
sektor ekonomi secara terpadu, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas
yang memadai.

Meningkatkan promosi investasi melalui pengembangan sistem informasi
kawasan berbasis teknologi multimedia.

Menggalang kerjasama kemitraan yang setara dengan sektor Swasta dan
Masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar serta pemberdayaan
masyarakat.

Mewujudkan Sumedang sebagai “daerah tujuan wisata unggulan” di Provinsi
Jawa Barat yang berbasis pada wisata alam dan budaya, yang pengembangannya
dilakukan secara terpadu dan dikelola secara profesional.



f. Mewujudkan wajah Kawasan Perkotaan Sumedang masa mendatang yang
berkarakter dengan citra kota bernuansa budaya dan sejarah dalam setiap
penataan lingkungan dan bangunan kota, tertata rapi, indah, sehat dan
berwawasan lingkungan dengan karakter kehidupan masyarakatnya yang berseni
- budaya, saling menghargai dan menghormati, sehingga tercipta kehidupan yang
harmonis.

Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang bertujuan :

a.

1)
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Terselenggarakannya Pemanfaatan Ruang Wilayah yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah, serta kebijakan
pembangunan nasional dan daerah;

Terwujudkannya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

Terselenggarakannya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan
kawasan budi daya.

Terwujudkannya kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Terselenggaranya pengendalian ketertiban pemanfaatan ruang.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Bagian Pertama
Kebijakan Pengembangan Tata Ruang

Pasal 6

Kebijakan pengembangan tata ruang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi
serta tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan
Daerah ini.

Kebijaksanaan pengembangan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

pasal ini diarahkan untuk :

a. Mengembangkan kawasan perkotaan Sumedang sebagai kawasan yang multi
fungsi, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang,



pusat perdagangan dan jasa (koleksi distribusi) skala kabupaten, serta fungsi
penunjang sebagai pusat hunian, pusat pariwisata, pusat pendidikan, pusat
budaya, dan pusat agribisnis;

b. Mengendalikan jumlah penduduk kawasan perkotaan Sumedang pada tahun
2012 sebanyak-banyaknya 148.251 jiwa, serta diatur sebaran penduduknya sesuai
daya dukung dan daya tampung ruang tiap bagian wilayah kotanya;

c. Mengusahakan keterpaduan pembangunan dan pembinaan wilayah dengan
daerah-daerah di sekitar kawasan perkotaan Sumedang;

d. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang
dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

e. Mengarahkan struktur tata ruang kota untuk dapat fleksibel dalam menampung
jumlah penduduk yang cenderung berkembang karena adanya migrasi masuk;

f. Mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang dengan cara mendorong,
menstabilkan, dan membatasi perkembangan sesuai tipologi masalah dan potensi
perkembangan tiap wilayah kota;

g. Mengembangkan sistem transportasi yang mendukung peran serta struktur
Kawasan Perkotaan yang direncanakan;

h. Mengembangkan fasilitas umum serta infrastruktur dan utilitas yang dapat
memenuhi kebutuhan penduduk dalam ambang tertentu, seiring dengan
pertumbuhan penduduk yang semakin pesat;

i. Mengembangkan partisipasi para pelaku pembangunan, kemitraan dan
pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang.

Bagian Kedua
Strategi Pemanfaatan Tata Ruang

Pasal 7

Strategi pengembangan ruang wilayah dimaksudkan untuk:

a.

Membatasi perkembangan fisik kota arah Selatan dan Timur yang berbukit-bukit, yang
merupakan kawasan lindung;

Mengarahkan  perkembangan fisik kota ke arah Utara dan Barat sehingga
pertumbuhan kota tidak hanya terkonsentrasi pada ruas jalan regional saja, tetapi
menyebar keseluruh wilayah;

Mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang berdasarkan tipologi kawasan;

Mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran penduduk di setiap wilayah kelurahan/
desa Kawasan Perkotaan untuk :

1) Membatasi perkembangan penduduk di Kelurahan/desa yang terletak disekitar
kawasan lindung terutama di wilayah Selatan dan Timur.

2) Menampung perkembangan penduduk Kawasan Perkotaan secara terencana
terutama di wilayah Barat dan Utara.
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Mendorong pertumbuhan kawasan dengan membuka akses dan melengkapi kawasan
dengan sarana dan prasarana yang memadai terutama di Kawasan Perkotaan bagian
Utara dan Barat;

Memperbaiki dan  meningkatkan kualitas lingkungan yang buruk dan padat di
bagian kota sehingga diperoleh lingkungan perkotaan yang baik;

Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang terintegrasi dengan sistem
regional;

Meningkatkan dan memperbaiki sistem jaringan air bersih, drainase, persampahan,
listrik dan telekomunikasi sehingga menjangkau keseluruh bagian kawasan perkotaan
Sumedang;

Meningkatkan jalan arteri, jalan kolektor dari sentra-sentra produksi yang berakses ke
jalan arteri, serta jalan lokal agar tercapai efisiensi yang sebaik-baiknya, tidak
tercampurnya lalu lintas lokal dengan regional, dan kejelasan fungsi jaringan jalan,
yang memberikan tingkat kemudahan pencapaian ke setiap bagian wilayah kota;

Melindungi kawasan perlindungan tata air agar tidak terjadi kerusakan dan dapat
difungsikan sebagai ruang terbuka hijau;

Mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di setiap kelurahan/desa,
baik sebagai sarana kota maupun untuk keseimbangan ekologi kota;

Mengembangkan pusat kegiatan skala kota di Kelurahan Kota Kaler, pusat kegiatan
skala regional di Kelurahan Situ dan Kota Kulon, serta pusat kegiatan skala BWK di
Kelurahan Pasanggrahan, Desa Mulyasari, Desa Jatimulya Kelurahan Situ, serta
Kelurahan Regol Wetan.

BAB V
RENCANA PERSEBARAN PENDUDUK
Pasal 8

Untuk mewujudkan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan kebijakan jumlah penduduk
kawasan perkotaan Sumedang pada tahun 2012 dibatasi sebanyak-banyaknya
148.251 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan/desa.

Persebaran  Penduduk di masing-masing kelurahan/desa sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk di Desa Sukajaya pada tahun 2012 dibatasi sebanyak-
banyaknya 6.564 jiwa;

b. Jumlah penduduk di Kelurahan Pasanggrahan pada tahun 2012 dibatasi
sebanyak- banyaknya 14.862 jiwa;



Jumlah penduduk di Desa Mulyasari pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 5.107 jiwa;

. Jumlah penduduk di Desa Girimukti pada tahun 2012 dibatasi

banyaknya 6.870 jiwa;

Jumlah penduduk di Kelurahan Padasuka pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 4.626 jiwa,;

Jumlah penduduk di Desa Margamukti pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 4.987 jiwa;

. Jumlah penduduk di Desa Mekarjaya pada tahun 2012 dibatasi

banyaknya 5.004 jiwa;

. Jumlah penduduk di Desa Jatimulya pada tahun 2012 dibatasi

banyaknya 7.619 jiwa;

Jumlah penduduk di Desa Jatihurip pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 9.772 jiwa;

Jumlah penduduk di Kelurahan Situ pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 18.331 jiwa;

. Jumlah penduduk di Kelurahan Talun pada tahun 2012 dibatasi

banyaknya 7.430 jiwa;

Jumlah penduduk di Kelurahan Kotakaler pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 14.044 jiwa;

. Jumlah penduduk di Desa Kebonjati pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 4.462 jiwa;

. Jumlah penduduk di Desa Rancamulya pada tahun 2012 dibatasi

banyaknya 6.387 jiwa;

. Jumlah penduduk di Kelurahan Kotakulon pada tahun 2012 dibatasi

banyaknya 10.060 jiwa;
banyaknya 8.893 jiwa;

sebanyak-banyaknya 5.177 jiwa;

Jumlah penduduk di Desa Baginda pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 4.185 jiwa;

Jumlah penduduk di Desa Sukagalih pada tahun 2012 dibatasi
banyaknya 2.838 jiwa.

sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-
sebanyak-

sebanyak-

. Jumlah penduduk di Kelurahan Regolwetan pada tahun 2012 dibatasi sebanyak-

. Jumlah penduduk di Kelurahan Cipameungpeuk pada tahun 2012 dibatasi

sebanyak-

sebanyak-
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BAB VI
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama
Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 9

Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, diwujudkan berdasarkan arahan
pengembangan komponen utama pembentuk ruang.

Komponen utama pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini,
meliputi kebijakan:

a. Rencana pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan;

b. Rencana sistem pusat kegiatan;

Bagian Kedua
Rencana Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK)
dan Unit Lingkungan

Pasal 10

Kawasan Perkotaan Sumedang direncanakan terbagi menjadi 5 Bagian Wilayah Kota,
yaitu :

a.

BWK A meliputi Desa Sukajaya dan Kelurahan Pasanggrahan, dengan fungsi utama
sebagai permukiman, pariwisata dan kawasan lindung.

BWK B meliputi Desa Mulyasari, Desa Girimukti, Desa Padasuka, dan Desa
Margamukti, dengan fungsi utama sebagai permukiman, pertanian dan cadangan
pengembangan kota.

BWK C meliputi Desa Mekarjaya, Desa Jatimulya, dan Desa Jatihurip, dengan fungsi
utama sebagai permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa, serta pusat koleksi
distribusi regional.

BWK D meliputi Kelurahan Situ, Kelurahan Talun, Kelurahan Kota Kaler, Desa
Kebon Jati, dan Kelurahan Rancamulya, dengan fungsi utama pusat pemerintahan,
perdagangan dan jasa,

BWK E meliputi Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Regol Wetan, Kelurahan
Cipameungpeuk, Desa Baginda, dan Desa Sukagalih, dengan fungsi utama
permukiman, pariwisata, pusat Pemerintahan dan perdagangan dan jasa.
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Bagian Ketiga
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 11
Pusat Kegiatan Skala Kota diarahkan di BWK D dan E.
Pusat Kegiatan Skala Regional diarahkan di BWK C.

Pusat Kegiatan Skala Bagian Wilayah Kota (BWK) diarahkan pada setiap pusat
BWK, vyaitu :

Kelurahan Pasanggrahan di BWK A,

Desa Mulyasari di BWK B;

Desa Jatimulya di BWK C;

Kelurahan Situ di BWK D; dan

Kelurahan Regol Wetan di BWK E.

®oo0 o

Pusat Kegiatan Skala Lingkungan, dikembangkan pada setiap desa/kelurahan, pada
setiap BWK.

Pusat Pemerintahan diarahkan di Kelurahan Situ dan atau Kota Kulon.

Penentuan Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) pasal ini
ditetapkan berdasarkan kajian Rencana Induk Pusat Pemerintahan dan kajian teknis
lainnya.

BAB VII

RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG,
PRASARANA DAN UTILITAS

Bagian Pertama
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf e
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

®oo0 o

Kawasan lindung;

Kawasan ruang terbuka hijau;
Kawasan permukiman;
Kawasan perdagangan dan jasa;
Kawasan pusat pemerintahan.
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Paragraf 2
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 13

Kawasan lindung ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian
lingkungan dan mempertahankan pengadaan sumber air baku dan menjaga iklim
mikro.

Kawasan lindung yang terdapat di Kawasan Perkotaan Sumedang terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;

Pasal 14

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, merupakan kawasan
resapan air dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Mempunyai kemiringan lereng lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen);
b. Mempunyai struktur tanah yang mudah meresapkan air;
¢c. Mempunyai tingkat kepekaan tanah yang tinggi (mudah erosi).

Kawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berada di wilayah
perbukitan di barat dan selatan kota.

Pasal 15

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2)
huruf b Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Kawasan sempadan sungai ;

b. Sempadan mata air.

Perlindungan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf a pasal ini, diselenggarakan untuk mencegah berkembangnya kegiatan manusia
yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar
sungai, serta aliran sungai.

Kawasan sempadan sungai di kawasan perkotaan sebesar 10 meter dari tepi Kiri-
kanan sungai dan kawasan sempadan mata air sebesar 25 meter di sekeliling mata air.
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Pasal 16

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
Ayat (2) huruf ¢ Peraturan Daerah ini, ditetapkan di wilayah perkotaan Sumedang
yang terdiri dari :

a. Taman Wisata Alam ;

b. Kawasan Cagar Budaya ;

c. llmu Pengetahuan.

Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a pasal ini,
dikembangkan di kawasan wisata Toga, Gunung Palasari, Gunung Kunci dan tempat
lainnya yang potensial.

Kawasan Cagar Budaya dan llmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) huruf b dan ¢ pasal ini, dikembangkan di kawasan alun-alun kota (Tugu Lingga),
sekitar Mesjid Agung Kota, Museum, Makam Cut Nyak Dien dan Goa Gunung
Kunci serta tempat lainnya.

Paragraf 3
Rencana Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17

Rencana pengembangan kawasan hijau diarahkan untuk :

a.

Mengembangkan jalur hijau di sepanjang kawasan sempadan sungai dan sempadan
jalan;

Mengadakan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat penduduk;
Menata taman-taman kota dan lingkungan yang tersebar di seluruh kota;

Mempertahankan dan mengembangkan lahan pemakaman, lapangan olah raga dan
rekreasi yang ada;

Mengembangkan kegiatan pertanian pada lahan budidaya pertanian dan pemanfaatan
lahan-lahan tidur yang belum terbebaskan atau dibangun dengan batas waktu tertentu;

Menata kawasan hutan lindung yang terletak di Gunung Palasari dan Gunung Kunci
serta kawasan perbukitan dan gunung di sebelah timur dan selatan untuk kegiatan
wisata ecotourism yang tidak mengganggu fungsi hutan tersebut;

Mengembangkan kawasan sekitar SUTET dan SUTT sebagai kawasan hijau yang tidak
boleh dibangun.



Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 18

Rencana pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan cara:

a.

Menggunakan metoda penyediaan rumah swadaya masyarakat dan penyediaan rumah
sistem kredit pemilikan/sewa beli;

Mengendalikan pemadatan bangunan dan peremajaan pada koridor bangunan, di
kawasan permukiman lama yang sudah padat;

Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kelurahan Kota Kaler, Talun,
dan Desa Girimukti;

Mendorong pengembangan permukiman penunjang kawasan pusat pemerintahan baru
di BWK-D (Kelurahan Situ) dan atau BWK-E (Kelurahan Kota Kulon).

Menerapkan metoda guided land development atau penyediaan aksesibilitas dan
fasilitas sebagai faktor penarik perkembangan perumahan ke suatu kawasan yang
dikehendaki untuk diprioritaskan pembangunannya;

Menyusun rencana jaringan jalan penunjang kawasan perumahan yang hirarkis,
sehingga akses kawasan perumahan ke jalan kolektor dan arteri diupayakan sesedikit
mungkin agar tidak mengganggu tingkat pelayanan jalan tersebut;

Melengkapi fasilitas skala lingkungan untuk kawasan perumahan antara lain adalah
TK, taman lingkungan, balai pertemuan, pos hansip, warung dan lapangan olahraga
kecil.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Pasal 19

Rencana pengembangan perdagangan dan jasa dilakukan dengan cara :

a.

Membentuk hirarki pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung
terciptanya sistem pusat dan sub pusat yang direncanakan mengelompok membentuk
pusat skala regional, kota, dan BWK dan menyebar di lingkungan permukiman, untuk
fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

Mengembangkan pelayanan skala lokal dengan sebarannya mengikuti sebaran
permukiman;

pertokoan yang bersifat linier untuk komoditi tahu dan barang-barang kebutuhan
rumah tangga di sepanjang JI. P. Geusan Ulun dan pasar di setiap pusat BWK;

d. Melengkapi pusat-pusat kegiatan perdagangan dengan fasilitas parkir yang memadai.
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Paragraf 6
Rencana Kawasan Pusat Pemerintahan

Pasal 20

Kawasan  pusat pemerintahan direncanakan sebagai suatu pusat pelayanan
masyarakat dengan fungsi memberi pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan pelayanan pemerintahan kabupaten skala pelayanan perkotaan dan
regional.

Pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, merupakan
tempat berkedudukannya Bupati beserta instansi-instansi lingkungan Pemda yang
berada di bawahnya dan instansi-instansi sektoral yang ditempatkan di tingkat
kabupaten serta unsur-unsur Muspida atau badan-badan lain.

Pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini direncanakan di BWK-D (Kelurahan
Situ) dan atau E (Kelurahan Kota Kulon) atau tempat lain yang lebih
memungkinkan.

Pengembangan pusat pemerintahan ini disesuaikan dengan karakter yang
menggambarkan citra kawasan pusat pemerintahan sebagai pusat pelayanan
masyarakat yang diwujudkan dalam kesatuan struktur ruang kota.

Perwujudan pusat pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)
pasal ini, diarahkan untuk membentuk citra kotanya dan dapat dijadikan sebagai
landmark kota, dengan tetap memperhatikan rencana intensitas bangunan di kawasan
setempat.

Pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) pasal ini, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dan dilengkapi
dengan sarana pelayanan kota, yang meliputi tempat parkir, taman dan sarana
pelayanan umum dan sosial lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Prasarana dan Utilitas

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat

Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan transportasi darat terdiri dari :



a. Arahan pengembangan jaringan jalan di Kawasan Perkotaan diselenggarakan untuk :

1) Peningkatan kelas dan kinerja jalan yang sudah ada, yaitu :

2)

3)

a)

b)

c)

Ruas Pasanggrahan (Patung Kuda), ditingkatkan dari jalan kolektor menjadi
arteri primer,

Ruas jalan Serma Muhtar dan Kutamaya, ditingkatkan dari jalan lokal primer
menjadi kolektor primer.

Meningkatkan kelas jalan Jatihurip ke Citimun.

Pembangunan jaringan jalan baru, yaitu :

a)
b)

c)

d)

e)
f)

Jalan tol dari arah Cileunyi menuju Kota Sumedang;

Jalan keluar tol dari rencana jalan tol ke rencana jalan arteri baru (lingkar
Barat);

Jalan lingkar Barat, dari Desa Padasuka ke jalan lingkar Utara (jalan arteri
primer);

Jalan lingkar Selatan, dari Desa Rancamulya ke Kelurahan Pasanggrahan (jalan
kolektor primer);

Jalan poros Utara-Selatan, sejajar jalan utama dalam kota, dari JI. Palasari
hingga jalan lingkar Utara memotong JI. Anggrek (jalan kolektor sekunder);

Jalan penghubung antara JI. Tajimalela dengan JI. Talun Pojok (jalan kolektor
sekunder).

Antisipasi rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi Sumedang —
Dawuan) yaitu :

a)

Jalan tol, dari arah Cileunyi menuju Kota sumedang;

b) Jalan keluar tol dari rencana jalan tol ke rencana JI Arteri Baru (lingkar Barat).

b Mengembangkan sistem angkutan umum yang dapat menjangkau seluruh bagian
kota sampai ke kawasan permukiman.

¢ Pengoptimalan Terminal Ciakar, sebagai simpul pusat koleksi dan distribusi.

Paragraf 2
Rencana Air Bersih

Pasal 22

Prasarana sumber air dan air bersih diselenggarakan untuk:
a Pengembangan prasarana sumber air dan air bersih bagi masyarakat diarahkan untuk
mencapai tujuan meningkatkan cakupan pelayanan air bersih pada sektor rumah

tangga.



b Pengembangan prasarana air bersih dengan sumber air baku dari Cipanteuneun,
Cipongkor dan Nangorak, serta sumber air lainnya.

Pembatasan pengambilan air tanah dangkal secara bertahap;
d Perluasan daerah resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau.

Paragraf 3
Rencana Drainase

Pasal 23

Prasarana drainase diarahkan untuk:

a. Normalisasi saluran primer, sekunder dan tersier;

b. Pembuatan saluran baru;

c. Peningkatan saluran dari saluran tanah menjadi saluran pasangan;
d

Operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Rencana Sanitasi dan Persampahan

Pasal 24

Prasarana dan sarana sanitasi dan persampahan diselenggarakan untuk :

a. Pengembangan prasarana air limbah diarahkan untuk meminimalkan tingkat
pencemaran pada badan air tanah, serta meningkatkan sanitasi kota melalui
pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) dan IPAL (Instalasi
Pengolahan Air Limbah);

b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara individual dan komunal,
dengan memanfaatkan TPA di Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka;

c. Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan limbah guna membuka alternatif kerjasama
pemerintah dan swasta.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Listrik dan Telekomunikasi

Pasal 25

Prasarana jaringan listrik dan telekomunikasi diselenggarakan untuk:

a. Pengembangan jaringan energi listrik dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat kawasan perkotaan;



b. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan permukiman
dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan protokol, jalan
penghubung, taman serta pusat-pusat aktivitas masyarakat;

c. Pengembangan jaringan telekomunikasi yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan
yaitu kantor pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan,
permukiman penduduk, kawasan rekreasi dan fasilitas umum serta sosial;

d. Penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru;

e. Perluasan pengadaan telepon umum dan peningkatan pelayanan warung
telekomunikasi di kawasan permukiman padat penduduk.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 26

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan
penertiban terhadap pemanfaatan ruang baik di kawasan lindung, budidaya maupun
kawasan tertentu serta pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang melakukan
aktivitas dagang di trotoar dan atau berem jalan serta fasilitas umum lainnya seperti
Taman, Alun-alun dan tempat parkir.

Pasal 27

Koordinasi pengendalian ketertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati melalui Tim
yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 28

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
Peraturan Daerah ini, diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan
evaluasi secara rutin yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah.

(2) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola tata ruang
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, terdiri dari:

a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem
pelaporan secara periodik dan berjenjang mulai dari Kepala Desa/ Lurah dan
Kepala Kecamatan setiap 3 bulan dan setiap 6 bulan kepada Bupati dengan
tembusan DPRD;

b. Materi laporan meliputi :
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- Perkembangan pemanfaatan ruang;

- Masalah-masalah pemanfaatan ruang yang perlu diatasi;

- Masalah-masalah pemanfaatan ruang yang akan muncul dan perlu
diantisipasi.

Pasal 29
Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28
Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan laporan

perkembangan pemanfaatan ruang.

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal
ini, dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang.

Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, berupa pemberian

sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak Masyarakat

Pasal 30

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan perkotaan Sumedang, masyarakat berhak :

a.

1)

Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah kawasan perkotaan ibu kota
Kabupaten Sumedang.

Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari
penataan ruang;

Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 31

Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
huruf b Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah,
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melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-
tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini,
dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang
bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor Kelurahan dan kantor-kantor yang
secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 32

Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢ Peraturan Daerah ini,
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
atau kaidah yang berlaku;

Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dapat
berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilaksanakan atas dasar
pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan tata
ruang semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana
Tata Ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah dan mupakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 34

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan perkotaan Sumedang, masyarakat wajib:

a.
b.

Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 35



(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan

mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan
ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun

temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan
ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dapat berbentuk :

a.

b.

Pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau
kebiasaan yang berlaku;

Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan
ruang kawasan perkotaan.

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Master Plan Kota Sumedang.
Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Master Plan Kota
Sumedang yang telah ditetapkan;

Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.

Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 37

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan di daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini

dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 38

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berbentuk :

a.

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih
dari satu wilayah kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan
pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau;

Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan
ruang.



Pasal 39
Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati
dan pejabat yang berwenang.
BAB X
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN RENCANA
Pasal 40
Perwujudan rencana tata ruang wilayah kawasan perkotaan ibu kota Kabupaten Sumedang
dilaksanakan melalui tahapan dan prioritas yang dituangkan dalam indikasi program
pembangunan sesuai dengan kemampuan pembiayaan.
Pasal 41
(1) Pembiayaan pelaksanaan rencana bersumber dari anggaran pemerintah pusat,
pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan dunia usaha serta masyarakat dalam
bentuk kerjasama pembiayaan.
(2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal
ini diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB Xl
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 42
(1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
Pasal 43
Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 44

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
Tim Koordinasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini,
berwenang :
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;
Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
Melakukan penyitaan benda atau surat;
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan
perkara;
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum
bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah ini, menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XI|I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang
berfungsi sebagai matra ruang dari pembangunan daerah.

Pasal 46

Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang
digunakan sebagai pedoman bagi:



a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan atau Bagian Wilayah Kota
(BWK) pada skala 1: 5.000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1:1.000, dan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala 1: 1.000;

b. Perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Sumedang.

c. Mewujudkan keterpaduan, Kketerkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah Kota serta keserasian antar sektor;

d. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 47
Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Sumedang menjadi
dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.
Pasal 48
(1) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan atau Bagian Wilayah Kota (BWK)
sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a Peraturan Daerah ini, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
(2) Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf a Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 49
Ketentuan mengenai penataan ruang lautan, ruang udara, dan ruang bawah tanah akan
diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

(1) Jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan
Ibukota Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun 2012.

(2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada
Avyat (1) pasal ini dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sekali.



BAB XIlII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah
dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perda Nomor 12 Tahun 1986 tentang
Rencana Induk Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Bagian Wilayah Kota Sumedang
Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2003
BUPATI SUMEDANG,
Cap/Ttd
DON MURDONO, SH. M.Si.
Diundangkan di Sumedang pada tanggal 30 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
Cap/Ttd

Drs. R. H. DUDIN SA’DUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 030 110 112

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesy dengan aslinya
KEPAL/ ill N HUKUM

ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002




